
BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I    RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR  ........ TAHUN  2022

• TENTANG
I

PERUBAHAN ANGCIARAN PBNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGCIARAN 2022

DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

BupATf'inALINAu,

Meniinba.ng:    a.-   ba.hwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  317  ayat
(1)    Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentan8   `
Pemerintahan     Daerah     dan     pasal     177     Peraturan
Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuanga.n   Daerah,   Kepala   Daerah   wajib   men8ajukan
Rancarigan     Peraturan     Daerah     tentang    Perubahan
Anggara.n    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah  ,  (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

b.   bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran  Pendapata.n  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang
diajukan     merupakan     perwujudan     dari     Perubahan
Rencana  Kerja   Pemerintah   Daerah  Tahun   2022  yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta     perubahan     prioritas     dan     plafon     anggaran
sQmentara   yang   telah   disepakati   antara   Pemerintah
Daerah  dengaLn  DPRD  pada  tanggal   12   bulan  Agustus
taihun 2022;

c.    bahwa       berda.sarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pera.turan      Daerah      tentang     Perubahan      Anggaran
Pendapa.tan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten   Malinau
Tahun Anggaran 2022.

1.    Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;
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2.   Undang-Undang      Nomof     47      Tahun      1999      tentang
Pembentukan   Kabupaten    Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten  Kutai    Barat,  Ka.bupaten      Kutai     Timur  dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor   175,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3896)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2000  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Ta.hun   2000   Nomor   47,   Tambchan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3.   Undang-Und;ng Nomor  17 Tahun  2003  tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.   Undang-Undang      Nomor       1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
]Nnedg°a::Skaep:%T£¥n[n3gfe4sfaNfr::ror54'35T5irbahanLembaran

6.    Undahg-Undang      Nomor      33      Tahun      2004      tentang
Perimbangan   Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.   Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor   130,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2014    tentang    Desa
(Lemparan  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor
7, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor
5495);

9.    Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  224,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),    sebagaimana
telah    diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang    Nomor    11    Tahun    2020    tentang    Cipta    Kerja
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2020  Nomor
245,   Tambahan    Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6573);

10.Undang-Undang      Nomor      30      Tahun      2014      tentang
Administrasi    Pemerintah     (Lembara.n    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



-3-

11.Peraturan    Peme`rintah   Nomor   7    Tahun    1977    tentang
Peraturan   Gaji   Pegatwai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   1977   Nomor   11,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    3092),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan
Peraturan   Pemerintah   Nomor    15   Tahun   2019   tentang
Perubahan   Kedelapan   Belas   Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor   7   Tahun   1977   tentang   Peraturan   Gaji   Pegawai
Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 43);

12.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan  .Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil   Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tchun  2000
Nomor     210,     Ta.mbahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 4028);

13.Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum seba.gaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah    Republik
Indonesia   nomor   .?_4.,. Tahun    2012    tentang   Petubahan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuanga.n  Badan  Layanan  Umum  (Lemba.ran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Nomor
5340);

14.Pcraturan   Pemerintah   Nomor   54   Tahun   2005   tentang
Pinjaman   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2005   Nomor   136,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia     Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor  137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor   4575);

16. Peraturan   Pemerinta.h   Nomor   56   Tahun   2005   tentang
Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2005.  Nomor   138,  Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia   Nomor   4576),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  65 Tahun  2010  tentang Perubahan Atas  Peraturan
Pemerintah    Nomor    56    Tahun    2005    tentang    Sistem
lnformasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor   110,  Tambaha.n  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan   Pemerintah   Nomor   65   Tahun   2005   tentang
Pedoma.n  Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor     150,     Tambahan     Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4585);
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18.Peraturan    Pemerintah   Nornor    8   Tahun   2006   tentang
Pelaporan   Keuangan   dan   Kinerja   lnstansi   Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2006  Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19.Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2006   tentang
Perubahan  Atas  P?raturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun
2004     tentang    Kedudukan    Protokoler    dan    Keua.ngan
Pimpina.n  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2006  Nomor
90,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4659); .

20.Peraturan    Pemerintah    Nomor    3  .Tahun    2007    tentang
Laporan    Penyelenggaraan    Pemerintah    Daerah    kepada
Pernerintah,     Laporan    Keterangan    Pertanggungjawaban
Kepala  Daerah  Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,
dan     lnformasi     La.poran     Penyelenggaraan     Pemerintah
Daerah   Kepada  Masyarckat   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   20.a;Z. Nomor   19,   Tambaha.n  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21.Peraturan    Pemerintah    Nomor    5   Tahun    2009    tentang
Bantuan  Keuangan    kepada    Partai    Politik     (Lembaran
Negara    Republik  Indonesia    Tahun     2009     Nomor     18,
Tambahan.   Lembaran   Negara Republik   Indonesia   Nomor
4972)   sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali,   terakhir
dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor     1  Ta.hun    2018
tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor    5    Tahun    2009    tentang    Bantuan    Keuangan
kepada      Partai   Politik      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia   Tahun   2018   Nomor  1,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6177);

22. Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun  2010  tentang Tata
Cara Pelaksana.a.n Tugas  dan Wewenang  Serta Kedudukan
keuangan  Gubernur  Sebagai Wakil  Pemerintah  di Wilayah
Provinsi  (Lembaran  Nega.ra  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
25);

23.Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010      tentang
Standar    Akuntansi    Pemerintahan     (I,embaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor  5,  Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25.Peraturan   Pemerintah   Nomor   44   Tahun   2012   tentang
Dana  Darurat    (Lembara.n    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2012    Nomor  76,    Tambahan    Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5299);
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26.Peraulran   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan   Barang     Milik     Negara/Daerah     (Lembaran
Negara    Republik,Indonesia    Tahun     2014     Nornor    92,
Tanbahan   Lembaran   Negara Republik   Indonesia   Nomor
5533);

27.Peraturan   Pemerintch   Nomor   43   Tahun   2014   tentang
Peraturan Pelaksanaan   Undang-undang Nomor   6   Tahun
2014      tentang      Desa   (Lemba,ra.n      Negara      Repu   blik
Indonesia  Tahun   2014   Nomor   123 Tambahan   Lemba.ran
Negara    Republik   Indonesia    Nomor    5539),  sebagaimana
telah   diubah   beberapa   ka.Ii   terakhir   dengan Peraturan
Pemerintah   `Nomor   11   Tahun   2019   tentang   Perubahan
Kedua   alas   Peraturan  Pemerintah   Nomor  43  Tahun  20
14      tentang   Peraturan    ,Pelaksanaan      Undang-undang
Nomor   6   Tahun   2014  tentang.  Desa   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019  Nomor   41,   Tambahan
Lembaran   Negara  Republik  Indonesia Nomor 6321);

28.E:rt:iut:aannEemmue:{q:~:-:_NT°aTa°rc5a5raT¥eumnun2&[t:nte:ta::g

Daerah    (Lembaran  Negara    Republik    Indonesia    Tahun
2016   Nomor  244,  Tambaha.n Lembaran   Negara  Republik
Indonesia   Nomor   5950);

29.Peraturan   Pemerinta.h   Nomor    12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

30. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tchun  2017  tentang Hak
Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD
(Lembara.n  Ncgara  Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor
106,   Tambahan      (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Nomor 6057);

31.Peraturan    Pemerintah    Nomor    2   Tahun    2018    tentang
Standar pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun  2018   Nomor   2,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 6178);

32.Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

33.Peraturan   Pemerintah   Nomor  .13   Tahun   2019    tentang
Laporan     dan  Evaluasi     Penyelenggaraan     Pemerintahan
Da.erah    (Lembaran  Negara    Republik    Indonesia    Tahun
2019   Nomor   52,   Tambahan  Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Nomor  6323);

=
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34. Peraturan  Pem6rihtah  Penganti  UndaLng-Undang  Nomor  1
Tahun   2020   tentang   Kebij.akan   Keuangan   NegaraL   dan
Stabilitas   Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi
Corona  Viruse  2019  (COVID-19)  da.n/ata.u  Dalam  Rangka
Menghadapi Anca.man yang Membahayakan Perekonomian
Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020    Nomor    87,
Tambchan   Lernbaran   Negara  Republik  Indonesia   Nomor
6485);

35.Peraturan    Presiden    Nomor    54    Tahun    2010    tentang
.Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden
Nomor   54  Tahun   2010   tentang  Pengadaan   Barang  dan
Jasa;

36.Peraturan    Presiden    Nomor    17    Tahun    2018    tentang
Penyelenggaraan    Kedaruratan    Bencana    Dalam    Kondisi
Tertentu   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2018  Nomor34);     _ .,., _

37. Peraturan  Presiden  Nomor  82  tahun  2020  tentan8  Komite
Penanganan   Corona   Virus   Disese   2019    (Covid-19)   da.n
Pemulihan Ekonomi Nasional;

38. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   16  TaLhun   2007
tentang  Tata  Cara  Bvaluasi  Rancangan  Peraturan  daerah
tentang  Anggaran   Pendapatan   d.an   Belanja  Daerah   dan
Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   sebagaiman
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  36  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Ta.hun  2011  tentang Tata
Cara.   Evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  dan Rancangan
Peraturan   Kepala   Daerah   tentang   Penjabaran   Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 525);

39.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    32    Tahun
2011   tentang pedoma.n   Pemberian   Hibah   dan   Bantuan
Sosial   yang   bersumber dari   Anggal-an   Pcndapatan   dan
Belanja.     Daerah      (Berita     Negara   Republik     Indonesia
Ta.hun    2  011    Nomor    450)    sebagaimana    telah  diubah
beberapa     kali,     terakhir     dengan     Peraturan     Menteri
Dalarn   Negeri      Nomor       123      Tahun      2018      tentang
Perubahan     Keempat     atas  Peraturan     Menteri     Dalam
Negeri      Nomor      32      Tahun      2011      tentang   pedoman
Pemberian   Hibah   da.n   Bantuan   Sosial yang   bersumber
dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (Berita
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019   Nomor   15);
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40. Peraturan  Mentei.i  Dalarn  Negeri  Nomor  36  Tahun  2011
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor    16    Tahun    2007    tentang   Tata    Cara   Evaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah       tentang      Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Kepala  Daera.h  Tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan
Dan  Belanja  Daerah   (Berita  Negara  Tahun   2011   Nomor
525);

41. Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   52   Tahun   2012
tentang   Pedoman      Pengelolaan      Investasi      Pemerintah
Daerah    (Berita   Negara  Republik.  Indonesia.   Tahun  2012
Nomor 754);

42. Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013
tentang  Penerapan     Standar     Akuntansi     Pemerintahan
Berbasis  Akruail pada  Pemerinfah   Daerah   (Berita   Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor  1425);

43.Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     19     Tahun

g°a::ah tiBnet:i::  E:~:£rfraafepupbeirkgei:I::-:esfaBg:a:n   g8]];g
Nomor   547);

44. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62   Tahun   2017
tentang   Pengelompokan   Kemampua.n   Keuangan   Daerah
serta      Pelaksanaan      dan      Pertanggungjawaban      Dana
Operaional  (berita  negara  Republik  Indonesia Tahun  2017
Nomor  1067);

45. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2018
tentang   Tata   Cara   Perhitungan,    Penganggaran    Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   dan   Tertib
Adrninistrasi     Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban     Penggunaan     Bantuan     Keuangan
Partai   Politik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2018 Nomor 630);

46. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018
tentang   Badan   Layanan   Umum   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  1213);

47. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,      Koderikasi,      Dan      Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  Dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

48. Per.aturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2020
tentaing   Percepatan   Penanganan   Corona   Virus   Disease
2019  (Covid-19)  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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49. Peraturan Menteri.Kesehatan Nomor 9 Ta.hun 2020 tenta.ng
Pedoman Pembatasan Sosial BerskalaL Besar Dalan Rangka
Percepatan     Penanganain     Cororla     Vlrus    Disease    2019
(COVID-19)  Berita  Negara  Republik  Indonesia Ta.hun  2020
Nomor 326);

50. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022    (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 926);

51. Pera.turan   Menteri  Dalam   Negeri  Nomor  77  Tahun   2020
tentang  Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor
1781);

52.Peratura.n   Menteri   Dalam   Neg`6ri   Nomor   9   tahun   2021
tentang Tata  Cara  Eva.1uasi., Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang    Anggaran   .Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan   dan   Bdepja   Daera.h,   Rancangan   Peraturan
Kepela  Daerah  tentang  Penja.baran  anggaran  Pendapatan
dan   Belanja   Da.erah,   dan   Rancangan   Peraturan   Kepala
Daerah      tentang      Penjabaran      Perubahan      Anggaran
Pendapatan  da.n  Belanja  Daerah  (Berita  Negera  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

53. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2021
tentang  perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dailam  Negeri
Nomor  39  Tahun  2020  tentang  Pengutamaan  Penggunaan
Alokasi   Anggaran   Untuk   Kegiatan   Tertentu,   Perubahan
Alokasi,Dan     Penggunaan     Anggaran     Pendapatan     Dan
Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2021  Nomor 910)

54. Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor    94/Pink.07/2021
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Menter!    Keuangan
Nomor  17  /PMK.07  /2021  tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah   dan   Dana   Desa   Tahun   Anggaran   2021   Dalam
Rangka   Mendukung   Penangainan   Pandemi   Corona   Vt.7us
D..secrse  20J9  (Covid-19)   Dan  Dampaknya.  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 825);

55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun   2010 tentang Retribusi
Pelayanan     Kesehatan     (Lembar.an     Daerah     Kabupaten
Malinau Tahun 2010 Nomor 4);

56.Peraturan   Daerah   Nomor   13   tahun  2011   tentang  Pajak
Daerah (Lembara.n Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011
Nomor   13)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daefah  Nomor   14  Tahun  2013   tentang  Peruba.hen  Atas
Peraturan  Daierah  Nomor   13  Tahun  2011   tentang  Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor  14);
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57. Peraturan Daerah Nomor  14 Tahun 2011  tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Da.erah Kabupaten Malinau Tahun

2e°r|±h¥r°¥::gi:)3:Paatguar;amna%aaet:|ahNdo;:bo:h3bi:aruafa25:'j
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor
Nomor   14   Tahun   2011   tentang   Retribusi   Jasa   Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
3);

58. Peraturan Daerah Nomor  15 Tahun 2011  tentang Retribusi
Jasa Usaha  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Malinau Tahun
2011    Nomor    15)    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembahan
Atas   Peraturan   Daerah   Nomor   Nomor   15   Tahun   2011
tentang     Retribusi     Jasa     Usaha     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Malinau Ta.hun -2018 Nomor 4);

59. Peraturan Daerah Nomor  16 Tahun 2011  tentang Retribusi
Perizinan  Tertentu  (I]embaran  Daerah  Kabupaten  Malinau
Tahun  2011  Nomor  16)  sebagaLimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah nlj2p_or 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas   Peraturan   Daerah   Nomor   Nomor   16   Ta.hun   2011
tentapg     Retribusi     Jasa     Umum     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);

60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun   2014  tentang Retribusi
Perpanjangan   lzin   Mempekerjakan   Tenaga   Kerja   Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014  Nomor
3);

61.Peraturan     Daerah     Nomor     4.  Tahun     2016     tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Malinau   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Malinau   Tahun
2016  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Malinau   Nomor   5)    sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Da.erah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas   Peraturan   Daerah   Nomor   4   Tahun   2016   tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Malinau   (Lemba.ran   Daerah   Kabupaten   Malinau   Tahun
2019 Nomor 3);

62. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Retribusi
Pelayanan    Kesehatan    Rumaih    Sakit   Bergerak    La.ngap,
Rumah   Sakit   Kelas   D   Pratama   dan   Pusat   Kesehatan
Masyarakat  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Malinau Tahun
2018  Nomor 2);

63. Peraturan  Daerah  Nomor 4  Tahun  2021  tentang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021  Nomor
4);

I
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64. Peraturan  Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangiinan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Malinau  Tahun  2021-2026  (Lembaran  Daierah
Kabupaten Malinau Tahun 2021  Nomor 2);

65.Peraturan    Cfubernur    Nomor    33    Tahun    2020    tentang
Pedoman Adaptasi Kcbiasaan Baru dan Penerapan Disiplin
menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Amen
Corona   Virus   Disease   2019   (Berita   Daerah   Kalimantan
Utara Tahun 2020 Nomor 33);

66. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin    dan    Penegakan    Hukum    Prc)tokol    Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019;

67. Peraturan   Bupati   Kabupaten  Malinau  Nomor  35  Tahun
2021    tentang    Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022   (Berita   Daeraih
Kabupaten  Malinau  Tahun  2021  Nomor  35),  sebagaimana
telah   diubah   bebejerg   kali,   terakhir-dengan   Peraturan
Bupati Nomor  12  Tahun  2022  teritang Perubahan  Ketujuh
Atas   Peraturan   Bupati   Malinau   Nomor   35   Tahun   2021
tentang   Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2022  (Berita  Daerah  Kabupaten
Malinau Tahun 2022 Nomor  12).

68.Keputusan    Presiden    Nomor    12    Tahun    2020    tentang
Penetapan   Bencana   Nonalam   Penyebaran   Corona   Vi.rL.s
Disease 20J 9 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

69.Instruksi     Presiden     Nomor     6     Tahun     2020     tentang
Peningkatan  dan  penegaka.n  Hukum  Protokol  Kesehatan
Da.lam Pencegahan dan  Pengendalian  Coronci  VIrus Di.secise
2019;

70.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   4   Tahun   2020
tentang   Pedoman  Teknis   Penyusunan   Peraturan   Kepala
Daerah  Dalam  Rangka Penerapan  Disiplin  Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upa.ya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

71.Keputusan       Gubernur       Kalimantan       Utara       Nomor
188.44/Ev/K ...... /2022      tentang      Evaluasi      Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang   Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022  dan  Rancangan  Per.aturan  Bupati  Malinau  tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH IIABUPATEN MALINAU
dan

BUPATI  MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN  DAERAH TENTANG  PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal   i

Dalap Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
I

1.   Dderah adalah Kabupaten Malinau.

2.   Peinerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara
pe+erintahan      daera.h     yang     memimpin      pelaksanaan      urusan
pimerintahan yang menjadi kew~eBa.ngan daerah otohom.

3.   Bulpati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4.   D6wan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD
Lembaga    Perw'akilan   Rakyat   Daerah   yang   berkedudukan
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.:Hag:i

5.get:::npge=er;nptr¥s:dne:da[;:n:ekupaes,:£apnea=::;;:ahada£Ta¥uank:nmen:fedh;

k6menterian  negara  dan  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  untuk

E:[s£;:ruaE:[t'     me]ayan£,     memberdayakan,     dan     menyejahterakan

6`:i¥e;:n:::i:iapaDe::rhaha%:1:hdepweannye::#ga:]a=nr£;u:taaa::amhe:::auh=nt

asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
lhdonesia Tahun  1945.

7.   EeeTFpeLot:aapnere¥ec:::g:T  pDe:egraanhgg:f#h pet:Ees[:nT::na,n p::a;taat::ahya:n:

rielaporan, pertanggungj awaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat

3::gDanapdear]aathur:in:::raah¥euan8an  tahunan  daerah  yang  ditetapkan

9.   Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.



-12-

11. Pehdapatan  Daerah  adalah  semua  hak  Daeraih  yang  diakui  sebagal

£:*ae::=.  nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran

12. Daha  Transfer  Umum  adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam  APBN

£#:E::?:d::.:a]uni=:u€¥TannakaDna:rea©faLd::££anr:g::anp8e::k:aane:::

Ea[a:dua:,rD:::tea:?s::he:i::u:fJ::;:f|;:,:ak::inn:g:r:ia:k::S=:::dsaa:n:1:F:rf=ptB=

inen-gurangi    ketirnpangan    kemarfupuan    keuangan    antara

13.

krfusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

14. Dana  Bagi  Hasil  yang  selanjutnya  disingkat  DBH  adalah  dana  yang
bersumber  dari .pendapatan  tertentu  APBN  yang  dialokasikan  kepada
Daerah   penghasil   berdasarkan   angka   persentase   tertentu   denga.n

;ue#::erintah Pusat dan Daerah

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana. yang

3:Ls:r=tbaearnd%re]mpae£S:::tafe£L#ra~nya:£tadr].a5oake::]hka:n:::gaze:Ejaunaan]
keputuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Dana  Alokasi  Khusus  yang  selanjutnya  disingkat  DAK  adalah  dana
yang   bersumber   dari   pendapatan   APBN   yang   dialokasikan   kepada
Daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegia.tan

•    EF::::ng::nEae=aeh=pakan    urusan    pemerintahan    yang    menjadi

17. Btlanja   Daerah   adalah   semua  kewajiban   Pemerintah   Daerah  yang

giagkg:£ras:bbaegr%£e£::nF}]rang  nflai  kekayaan  berslh  dalam  penode  tahun

18. Pembiayaan   adalah   setiap   penerimaan  yang  perlu   dibayar  kembali
dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun
apggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
rhenerima  sejumlah , uang  atau  menerima  man fa.at yang  bernilai  uang
dari  pihak  lain  sehingga  Daerah  tersebut  dibebani  kewajiban  untuk
membayar kembali.

20. Utang  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Utang  adalah  jumlah  uang
yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah
Daerah   yang   dapat   dinilai   dengan   uang   berdasarkan   peraturan
perundangundangan,  perjanjian,  atau berdasarkan sebab lainnya yang
sqh.

21. Pemberian   Pinjaman   Daerah   adalah   bentuk   investasi   Pemerintah
baerah  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  lainnya,  badan
ldyanan umum daerah milik Pemerinta.h Daerah lainnya,  badan usaha
rhilik  negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  koperasi,  dan  masyarakat
qengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
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22.Daha   Cadangan   adalah   dana   yang   disisihkan   untuk   mendanai
kebutuhan  pembangunan  prasarana  dan  sarana  Daerah  yang  tidak
dariat dibeba.nkan dalam  1  (satu) tahun anggaran.

23.B#ea:%igo:::uyma:3nmme::ffra:keakn°ne°kmu[.t::auat::te:]S]'a]jas:k€ga=

sih   yang   dapat.  berupa   pengeluaran   atau   konsumsi   aset   atau
bulnya kewajiban

Pasal 2

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daera.h Tahun  Anggaran  2022  semula
berjutrylah       Rpl.383.572.034.913       bertambah/(berkurang)        sejumlah

]4a48s:%a]g°ar°-€e8r:ku:.ehLngga     menJadl     RP1530 394135 4o2     dengan
Rpl
rinc

1.   Peh apatan Daerah:
Semula

ertambah/(berkurang)
lah pendapatan. daerah 9etelah

ahan

2.   Belanja Dacrah:
a.  Isemula
b.  'Bertambah/ (berkurang)

|Jumlah belanja daerah setelah perut]ahan

3. -Peinbiayaan Daerah:
a. : Penerimaan Pembiayaan:

1)   Semula
2)  Bertambah/ (berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaaLn
setelah  perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaa.n :
1)    Semula
2)   Berta.mbah/ (berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
Perubahan
LJumlah pembiayaan netto setelah
perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Pasa.1 3

Rpl.273.572.034.913
RD92.979.743.464

Rpl.366.551.778.377

Rpl.383.572.034.913
RD 146 . 822 .loo . 489

1.530.394.135.402

Rp 1 l0.000.000.000
RD53.842.357.025

Rpl63.842.357.025

RpO,00
RDO,00

RpO,00

Rpl63.842.357.025

RpO,00

Anggaran   pendapata.n   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2,
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah

1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendabatan asli daerah setelah
Perubahan

Rp44.571.317.927
Rpl0.986.302.495

Rp55.557.620.422
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b.Pie)ns:La:#transfer

:2kp|b::h;a:¥:£#::ktur:;nsg!rseteiah
c.  Laid-lain pendapatan daerah ya.ng saLh

I)  . Semula
2)  I Bertambah/ (berkurang)
Juinlah lain-lain pendapatan daerah yang
sah setelah perubahan

Pasal 4

dari jenis pendapatan

Rpl.225.000.716.986
Rp81.493.440.969

Rpl.306,494.157.955

Rp4.000.000.000
B±500.000.OQQ

Rp4.500.000.000

(1)  Pendapatan   Asli  Daerah  sebagaimana dimaksud   pada a.yat (1)  huruf a
terdiri

a.

b.

Pajak Daerah:
1)    Semula
2)   Berkurang/ (bertambah)
Jumlch pajak daerah  setela.h~-.
perubchan

Retribusi daerah;
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah retribusi daerah setelah
perubahan

Rpl2.537.909.loo
1.064.01 9.770

Rpl3.601.928.870

Rpl.801.946.500
Bp23.486.634

Rpl.825.433.134

c.I   Hasil pengelo.1aan kekayaan da.erah yang di pisahkan;
iT _geerij_!b ah / (berkurang)                     3E3jf2!if33ii716

::e=|ahhs::es,i:fepne8:i:;ahaannkekayaan            Rp3.35o.68o.716

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1)    Semula                                                                  Rp26.906.031.611

73.546.091

::e¥|ahhy[£ing-]s¥£ :eetne?aaf:tearnu::Ean            Rp36.779.577.702

(2)  #sdua£:tearnd:::nsfer  Sebagaimana  dimaksud  dala.in  Pa§al  3  huruf b,

2)   Bertambah/ (berkurang)

Transfer pemerintah pusat
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan

b.   Transfer antar daerah
1) Semula
2) Bertambah'/(berkurang)
Jumlch transfer antar da.erah setelah
Perubahan

Rpl.184.288.518.000
Rp68.591.447.900

Rpl.252.879.965.900

Rp40.712.198.986
a_pl2.901.993.C!®

Rp53.614.192.055
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(3)  Lain-1a.in  pendapatan  daerah  yang  sah  sebagalmana  dimaksud  dalam
Pasal 3 huruf c, bersurnber dari:

a. Lain-lain      pendapatan      sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
permdang-undangan :

i                                                        pasal 5

f¥+ belanja daerch sebng-ana chcksud d± Paed 2, tedr
a;#:¥ja:b:a;j;;:o:p;iuars:::)aiseteLah

Pe[ubahan

b.    Bdlanja modal:
Semula
Bertambah/(berkurang)

Jiimlah belanja modal setelah perubahan

c.    B¢lanja tidak terduga:

;{f;a:£j+;i::j,at:]edr:r:::dgLgaseteLah
I

d.   P)i!aeniau::ansfer;

3h=e];thageb]::]/:bt:rfus::rn§:te|ah
p¢rubahan

pasal 6

Rp930.359.795.783
RD100.923.359.971

Rp 1 .031.283.155.754

Rpl44.243760.780
Ro18.641.577.327

Rpl62.885.338.107

Rp39 .541.170.350
Ro27 .257.163 .191

Rp66.798.333.541

Rp269.427.308.000
RpO,00

Rp269.427.308.000

(1)  :¢ierlda£:jaat:::erasional  Sebagaimana  dimaksud  da.lam  Pasal  5  huruf  a,

a|.    Belanja pegawai
1)    Semula
2)   Bertambah/(berkurang)
iJumlah belanja transfer setelah
perubahan

b.    Belanja ba.rang danjasa

2)    Bertambah/ (berkurang)
1)    Semula

Jumlah belanja barang dan jasa
I     Setelah perubahan

Rp510.462.625.214
Rt)49.210.195.293

Rp550.672.820.507

Rp400.643.250.646
Ro37.362.552.758

Rp438.005.803.404
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c.    Belanja subsidi
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja subsidi setelah
perubahan

d.   Belanja hibah
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumla.h belanja hibah setelah
perubahan

e.    Belanja bantuan sosial
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumla.h belanja bantuan sosial setelah
perubahan

Rp5.000.000.000
gpo,00

Rp5,000.000.000

Rp21.481.259.923
Rp8.855.611.92Q

Rp30.336.871.843

•    --_`.7 -.-- r

Rpl.772.660.000
Rp5.495.000.000

Rp7.267.660.000

(2)  Belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf b,  terdiri
atas:
a.   Belanja modal tanah             .rf-_

1)   Semula
2)  Bertambah/ (berkurang)
iJumlah belanja modal tanah setelah
perubahan

b.  Belanja modal peralatan dan mesin
1)    Semula.
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja modal peralatan setelah
peruba.han

c.   Belanja modal gedung dan bangunan
1)    Semula
2)    Bertambah/ (berkurang)
LJumlah belanja modal gedung dan
bangunan setelah perubahan

d.  Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi:
1)    Semula
2)    Bertambah/ (berkurang)
JumLah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya:
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja asset tetap lainnya
setelah perubahan

Rp2.400.000.000
150 . 000 . 000

Rp2.550.000.000

Rp44.131.049.674
RD18.795.353.950

Rp62.926.403.624

Rp54.337.720.420
(Rp 1 .192 .997 .846l

Rp53.144.722.574

Rp42.749.963.686
435.785.000

Rp43.185.748.686

Rp625.027.000
RD453.436.223

Rpl.078.463.223
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(3)  Belanja  tidak  terduga  sebagaimana  dimaksud  dalan  Pasal  5  huruf c,t:e.r:;rit:i::abhe;::::kt::::gt)erdu8a7 yaltu     ±

::£1baahh::1anja tidak terduga setetah                 Rp66.798.333.541

(4)  Be|anja transfer s.ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,  terdiri

::dE;e]asnej::I:ntuanKeuangan:

2)   Bertambah/ (berkurang)
|Jumlah belanj a. bantuan keuangan
setelah perubahan

Rp269.427.308.000
RpO,OQ

Rp269.427.308.000

Pasal7   ,

Anggaran   pembiayaan   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2,
terdiri atas:
a.   Peherimaan pembiayaan

1)I   Semula
2).  Bertambah/(berkurang)        -Lot-'-
Julmlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan

b.   Pengeluaran pembiayaan
Semula
Bertambah/(berkura.ng)

inmlah pengeluaran pembiayaan setelah

Pasal 8

Rp 1 l0.000.000.000
Bp53.842.357.02_5_

Rpl63.842.357.025

Jp¢mbah-an

I

I

RpO,00
gpo,00

RpO,00

(1)  #eerri:[a:tnas:embiayaan  SebagaLlmana dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf

a,i   Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

i)   s:=:labah/ (berkurang,                    E!!!2i2£!i322i£2o
I   Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan          Rp 163.842.357.025

(2)  :i?egredrr:raat:a?embiayaan  Sebagaimana dima.ksud dalam Pasa| 7  huruf

Penyertaan modal daerah
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
LJumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan

RpO,00
RpO,00

RpO,00
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Pasal 9

(1)  Dalam    keadaan   darurat   termasuk   keperluan   mendesak,    dengan
peraturan    Kepala   Daerah,    Pemerintah   Daerah   dapat   melakukan
perigeluaran  yang  belum  tersedia  anggarannya  dan/ a.ta.u  pens?1uaran
me|ebihi   pagu   yang   ditetapkan   dalam   peraturan   daerah   ini,   yang

I   selanjutnya  dimasukan  dalam  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

(2)  Keidaia.n darurat sebagaimana dimaksud ,pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

b

i-;k-sana'an operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
`rusakan   sarana/prasarana   yang   dapat   mengganggu   kegiatan

elayanan publik.
I

(3)Kdyerluanmendesaksebagaima.nadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a. !Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

b.|g|eia8n¥aandnayear::[uy:ntger::fi:fad#m¥ntgai±:tn::g8%re::n?:jyalaanng;bersifat
lwajib,

c. Ipengeluaran  daerah yang  berada  diluar kendali  Pemerintah  Daerah
dan tidak dapat diprediksikan  sebelumnya,  serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ atau
Pengeluaran      daerah      lainnya     yang     aLpabila      ditunda      aka.n
menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah  Daerah
danl atau masyarakat.

Pasal  10

1anjut     Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah
dimaksud  dalam  pasal  2,  tercantum  dalam  Lampiran  yang

lebih
sebadaimana

fa-ii£P:;Lk-[¥--t::f:ra;nd:Lq:ak  terp£§-ahkan  dal.i  Peraturan  Daerah  Kabupaten

1.    Lampiranl
I

2.    Lampiran ll

3.   Lampiran Ill

4.   Lprnpiran lv

Ringkasan    Perubahan    APBD    yang    Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis  Pendapatan,  Belanja,
dan Pembiayaan;
Ringkasan    Perubahan    APBD    yang    Diklasiflkasi
Menurut     Urusan     Pemerintahan     Daerah     dan
Organisasi;
Rincian      Perubchan      APBD      Menurut      Urusan
Pemerintahan       Daerah,.      Organisasi,       Program,
Kegiatan,       Sub       Kegiatan,       Kelompok,       Jenis
Pendapatan, Belanja, dan PembiaLyaan;
Rekapitulasi   Perubahan   Belanja  Menurut  Urusan
Pemerintahan      Daerah,       Orga.nisasi,       Program,
Kegiatain  Beserta  Hasil  dan  Sub  Kegiatan  beserta
Keluaran;
Rekapitula.si    Perubahan    13elanja    Daerah    Untuk
Keselarasa.n  dan  Keterpaduan  Urusan  Pemerintah
Daerah   dan   Fungsi   Dalam   Kerangka   Pengelolaan
Keuangan Negara;



6.   Lampiran vI

7.    Lampiran VII

8.    Lampiran VIII

9.   Lampiran Ix

10. Lampirap X

1 1 . Lampiran XI

-  i9L,/-

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;
Sinkronisa.si      Program      pada      RPJMD      dengan
Rancangan Perubahan APBD ;
Sinkronisasi  Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancarlgan Perubahan APBD ;
Daftar  Perubahan  Jumlah   Pegawai   Per   Golongan
dan Per iJat)atan;
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  telah
diteta.pkan dengan Peraturan Daerah; dan
Daftar Pinj aman Daerah.

Pasal  1 1

Bupati  menetapkan peraturan  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasion"al pelaksanaan APBD.

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlak.u;±rj2a:qa tanggal diundangkan.

Agar     Setiap     orang     mengetahuinya,     memerintahkan     pengundangan
Peraturan  Daerah  ini  dengan  Penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah
Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Ma.1inau
pada tanggal   .......  2022.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pa.dalta.nggal.........2022.

SBKkETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

BRNES  SILVANUS

LEMBARAN DABRAH  KABUPATEN  MALINAU TAHUN  2022  NOMOR  .....

NRA°:]RiGANTiBNFS:X#N (    D.?B/BAH/2o|{f27UPATEN     MALINAU     PRovlNsl

I

I



KABuPATEN  MALINAU

Nomor
Tangga'

RINGKASANPERUBAllANAPBDYANGDIKIAslflKASIMENURUTKELolvIPOKDANJENIS
PEN DAPATAN, BELANJA, DAN  PEN BIAVAAN

TAHUN  ANGGARAN Z022'''111111111-__-
Rp)IsetelahperubchenTBertomboh/{Beikur®ng)

U,alanDAERAH                                                         I S®belum  pe.ubah8n     II44.S71.317.927|12.537.909.100|
(Rp)                     I %

l{od®  lp

I55.557.620.42Z|13.601.928.870|1.825.433134|3.350.680.716| Iing5I 2
5%8%1%1O/aENDAPATAfupENDAP4tpaj8kiRetribuHasilF\eLain-lai44.11I

AN ASLI  DAERAH  (PAD)                                            Ia.,ahI

10.98   .         .1.064.019.770 I23406634I

4.1.014.1.o2  I

si  Daerah                                                                                 IngelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan|npADyangsahI
1.801.946.500|

25'.250'.oool9.873546.091|81.493.440.969|ool
3.325.430.716|

4.1.o3  I41o4l
26.906.031.611|1.22S.000.716.986| 36.779.577.702|1.308.494.157.9551.252.879.965.900S3.614.192.05S

37%7%

4'.2        I4.2.oll ENDAplyAN TRANSFER                                                              I 6%Pi     ..   .i.penddr __IatanTransferPemerintahPusatfrAntarDaerahI
1.184.Z8B.518.000|40.712.198.986|4.ooo.ooo.oool

68.S91.447.912.901.993.069 |500.000.000|soooooooo\92.979.743.464

32%

4.2.021 aton Trans a                                                             IFnppEe=:aAppa:::=e:uAa:=nHg:::eGtesn:uHan\ranPerundang-UndangaT`
4.500.000.0004.500.000.000

1,%13%7%

4.314."3\ LAIN.LAlLain-'LptJ

"oo.ooo.ooot
era   ,                                                 jumiai, pendapatan l

1.273.572.034.913| 1.366.551.778.]77

I51

BELANIA      'BELANJ

II

I'=~=.3S9795783I I1.031.283.155.754|550.672.820.507|438.005.003.404| Iloo923359971I

11%

OpERAsl 5293 1 0  a/a9O/a5.15.1.01 4Be'ani

a  pegawai
501.462.625.2146432SO646

49.210.19   .37.362.5S2.7S8

51.o2  Is1o4Isl0515.,o6 BelahuBelari

: ::rbas::, dan Jasa                                                    ,,

400,         .s.ooo.ooo'.ooo l

5.oooooo,oool
a5S611920 0%419/a

I                   Be,anIBe,an

Ija  Hibah|aBantuan Sosial
I                         21.481.2S9923|I177266000080

30.336.871.843I7267.660.000I162C85.338.107 I                     8.8      .I549S.000.000I18.641.577.32750000000

13,0  %113%

BEIANJA MODAL
144.243.760.7

\6%43%2%5.25.2.015.202

I                     Be,aIBe,a
a  Modal TanahlpltandanMesin I                           2.400.000 000|44131049674 I                            2.5 50.000.000I62.926.403.624 I,.I18795.353.950(1.192.997.846)

iaModa     eraajaModalGedung  dan  Bangunan|aModalJalan,Jar.ingan,danlrigasiLjaModalAsetTetaplainnyaATIDAKTERDUGAhu.aTldakTerduga
54.337.720.420 I                          53.144 722.S74I43.18S.748.686|1078.463.223

S.2.035.2.045.2.05 1                   Be,a\Be,aIBe,aI
I                         42.749.963.686I62S.027.000

435.785.000453.436.223IZ7.257.163.1911I27.257163.191ololZ10048 1%73%

I                      39.541.170.350I39.S41170.3SOa I                    66.798.333.541
69%

15.3S.3.01 I         BELANIBe'a
I                       66.790,33 3.540\269427.308.00

69%a0,/®

5.45.4.0 I        BELANJATRANsfER2|Beld`njaBantuanKeuangan
I                 269.4Z7.308.aI269.42.7.308.00

0|                   26;.427.308.003|1.530.394.135.40I(163J}42357.025
ol       oo/a91,,%

III

Jumlah Belan)a|            1.383.572.034.91a
2|           146.82.        .)I(53.842.357.025

) I -49 %
Tctal Surplus/(DeflsItNiv`fmNp"BiAVAANh.AnQranTahunsebelumny)I              (110.000.COO.00110.000.000.00 )  II

II
1I

66.1I6., .o lpEMB,AVIFENEh 0 I                  163.84Z.357.02 5|             53.842.357.02 5 I   49  9,.z,1497o

a  I                     , ,0 000.000.000 I                     163.842.357.0200I163.842.3S7.0olI163842.357.0 5                     53.84Z.357.o

25|             53.842.357.OZbl25|S3.842.357.O11                          S,aIIaLeblhper  itungan       9gIJumlahpenerlmaan p.mblayaJumlahPengeluaranP®ml)lays
an I                 110.000.000.0anl

5149%olo%25I499/a

Pembl    aan    ct`o                  110.000.000.000o\

0 o\o%I\:,::k:::, ayPembleyaanAnggaranDa®ral`1.ahun

6.3 a

Bupati  Malinau

Wempi W. Mawa,  S.E.,M.H


